
 

SALINAN 
 

 

BUPATIBANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NOMOR.33° TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 54 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN 

TAHUN 2023 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan amanah Pasal 355 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemedntah Daerah; 

b. bahwa dengan adanya dinamika perekonomian dan keuangan 

daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kerangka 

ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan daerah; 

c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan 

Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 dengan 

Peraturan Bupati. 

baghukumsetdabkl@gmail.com
Rectangle
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4723); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomm-

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6575), 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penysunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart 

Pela_vanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia 

Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan-

Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-

Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Sela tan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225); 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

21. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 ten tang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 174); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Peraubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 



s 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 288); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangkalan Tah un 201 9 N omor 5 / D); 

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 

(Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 42/E); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan 

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 

Tahun 2009 Nomor 4/E); 

32. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 20 l 0 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor l /E); 
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 

Nomor 1 /D, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Bangkalan 

Nomor 37); 

35. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor l Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 

Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan 

nomor 55); 

36. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 

Nomor 19/E). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANGKALAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN 

TAHUN 2023. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 

2022 Nomor 19 /E) diubah dan harus dibaca, sehingga Pasal 4 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 4 

( 1) Perubahan RKPD Tahun 2023 berisi pedoman, arahan, dan acuan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten 

Bangkalan pada Tahun 2023 dengan memperhatikan asumsi-asumsi 

prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan 

daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 
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(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

PENDAHULUAN 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 

SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

PENUTUP 

(3) Uraian secara rind Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan. 

BERITA DAERAH iliuPATEN BANGKALAN TAHUN 2023 
NOMOR ?>~I SERI ~ . 

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 18 Agustus 2023 
      
   Plt. BUPATI BANGKALAN,

                      ttd.

                  MOHNI

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 18 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

                                        ttd.

             MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

baghukum@bangkalankab.go.id
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004


